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BUPATI CCAN KOMERING LiLU,

Meznlmbang @ a. bahwa sejalan dengan Keputusan  Menter
Dalam Meger Momor 130 — 8% Tahun 2002
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten
dan Kpta Jo Permiwran Menteri Kesehatan
Morncr 184/MeankesfPerf| /1995 Jo
Keputuzan Mestari Kesehatan Momor 679 f
Menkes 7 SK ¢ 2003, kewsnangan Penerbitan
IZin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
borada pada Kabupaten f Kota ;



Mengingat

1.

)

babwa dalam rangka pembinaan, pengaturan,
dan pengawasan dan pengendalian terhadap
Apoteker  dan  Asisten  Apoteker dalam
Kabupaten Ogan Kometing Ule, perlu digtur
mengendi izin kerja Apoteker dan win kaija
asisten Apoteker ;

babwa untuk neelaksauakan  sebagaimana
dimaksud pada huruf b di atas, pedu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupatan Ogan
Komering Nu.

Undang - Undang Republik [ndonesia Momor
28 Tahun 19589 tentang Pembaniukan Taerah
Tingkat |l dan Kolapraja di Sumatera Sclatan
(Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahun
1958 Nomaor 73, Tambahan Lembaran Negara
Repuklik Indenesia Namar 1821

Undarng - Undang Republik Indonesia Momar 8
Tahun 1881 tentang Kiab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana {bembaran Negara
Fepublik Indgnesia Tahun 1981 Mamar 76,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomar 3209 ;

Undang — Undang Republik [ndotesia Nomar
23 Tahun 1822 tentang kesshatan (Lembaran
Wegara Republik Indonesia Tahun 1892 Nomor
100, Tambahkan Lembaran Negara Republik
Indonesia Homor 3495);



-
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. Undang — Undeng Republik Indonesia Momeor S
Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran
Megara Republik Indonssia Tabun 1997 Momaor
10, Tambahan Lermbaran Megara Repullil
indonesia Womar 3671}

. Undang - Undang Republik Indoresia Nomar
T8 Tahun 1937 tentang Fajek Daerah dan
Retribusi Daerabh (Lembaran Megara Republik
Indonasgia Tahun 19897 Normor 41, Tambahan
Lembaran  Megara Republik  Indonesia
Momar 3G585);

. Undang — Undang Republik Indonesia Mormor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang — Undang Momor 18 Tahun 1587
tentany Pajak Dasrah dan Retibusi Daerah
(Lembaran Nagara Republik Indgnasia Tahun
2000 Meommeor 246, Tambahan Lembaran Neqara
Republik Indonesia Momar 4048);

. bWndang - Undang Republik Indonesia Momar
37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten (Ogan  Komadng U Timur,
Kabupaten Ogan Komerng Ulu Selatan dan
Kabupaten Ogan llir di Fropins Sumatera
Selatan {Lembaran Megara Tehun 2003 Nomor
182, Fambahan Lembaran Megara
MNomor 4347 ;



10.

1

-

12.

4

. Undang — Undang Republik Indenasgia Maormor

10 Tahun 2004  tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomar
83, Tambahan Lembaran MNagara Republik
mdonesia Momaor 4389

Undang — Undang Republik Indenesia Nomar
32 Tahun 2004 terlang Femarintahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonasia Tahun
2004 Nomar 128, Tambattan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momaor 44377 ;

Faraturan Pemerintah  Repoblik  [ndonesia
Nomar 27 Tshun 1383 tentang Palaksanaan
Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang — undang Mukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 35, Tambshan Lembaran
Megara Republik Indenesia Namor 3258);

-Peraturan  Pemerintsh  Republik  Indonesia

Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewsrangan
Fenterintah dan Kewenangan Propinsi sebaga
Daerah Otonom (Lembaran Megara Reopublik
Indanesia Tahun 2000 Momer 54, Tambahan
Lembaran  Megara  Republik  indonesig
Maomar 3052) ;

Peraturan Menter K.esehatan Marmog
184/ Mankes/Par!| #1405 tentang



13.

14.

15.

16,

17.

5

Penyempumaan pelaksanaan Masa bakti Izin
dan Kerja apoleker ;

Paraturan Menteti Dalam Megari Momor 4
Tahun 1057 tentang Penyidik Megawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pernerintah Caerah;

Keputusan Menteii Keschatan
T1E9AMenkas SKIX/ 15990 tentang Wawenang
Penatapan Izin di bidang Kesehatan;

Keputusan Menteri Dalam Mageri 130 — B7
Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan
Kabupaten dan Kola:

Kepulusan Menteri Kesehatan MNomar 876 [
Menkes / 5K f 2003 tentang registrast dan |zin
Karja Agizten Apoteker;

Feraturah Daerah Kabupatan Ogan Komering
Ul Momor 2 Tahun 2001 fentang Susunan
Organisasi dan Tala Kerfa LGinas — dinas
Kabupaten Ogan Kometing Ul (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Kamering Wu Tahun
2001 Momer 2 Sern 01,



4]
Dengan Persetujuan Berzama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan
BUPATI QGAN KOMERING ULL

MEMUTUSHAN :

Monotapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN

KOMERING ULU TENTANG IZIN KERJA
APOTEKER DAH ASISTEN APOTEKER.

BAE |
KETENTUAN UMUM
Pasal

Dalam Peratuaran Dagrah ini yang dimaksoud dengan :

1.

2.

Kabupaten adatabh Kabupaton Ogan Kemering M ¢

Pemaintah Kabupaten adslah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering L 5

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Uiy ;

Dinas Kesehatan adalak Dinas Kesehatan Kabupaten QOgan
Komerng Ulu ;

Kepala [inas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Ogan Komering L ;
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6. Apolek adalah =usty lernpat terentu, tempat dilakukan
pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediagn  famasi,
perbekalen kesshatan fainnya kepada masyarakat |

¥, Apoteker adalah Sarjana Farmmasi yang telab lulus dan telah
mengusag  sumpah  jabatan  apoteker, mereka  yang
berdasarkan Peraturan Perundang — undangan yang berlaky
bernak melakukan pekerjsan kafanmazian  di  Indonesia
sebagai apoteker ;

& Asisten Apoteker adalah Tensga Kesehatan yang berijazah
Sekolah Asisten Apcteker f Seholabs Menengah Fammasi,
Akademi Farmasi Jurusan Fammasi, Politeknik Kesehatan,
Akademi Analiz Farmasi dan Makanan Jurisan Analis Farmasi
dan Makanan Politeknik Kesehatan sesual dengan peraturan
Perundang — undangan yang berlaky;

% Surat |zin Kerja Apoteker selanjutnya disingkeat SIKA adalah
lzin  terulis yang diberikan kepada pemegang  Surat
Penugasan (&P) untuk melakukan pekerjaan kefammasian
dizarana kefarmasian;

10.Surat Perugasan yang selanjunya disingkat SP adalah surat
yang memberkan  kewenangan  kKepada  Apoteker  untuk
melakukan pekefaan kefarmasian ;

11.5urat lzin Apotok yang selanjutnya disingkat S14 adalah surat
izin yang dibedkan pada Apoteker atau Asizlen Apoteker
hekerjasama dengan pengeiola Apotek untak;
menyelenggarakan Apotek disuaty tempat tertertn ;

12.¥isum adalah pernyataan Pejabat yang berwenang tentang
keabsahan Apotakar bekerja melaksanzkan tugas keprofesian
pada garana kesehatan ;
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13. Burat |zin Kerja Azisten Apoteker selanjutnya disingkat SKAL
adalah lzin teriulis yang diberikan kepada Pemegang Surat
lzin A=isten apateker (SIAA) untuk melakukan peketjaan
ketanmazian disarana kefarmasian;

14, Apoteker Pengelola Apatek adalalr apoteker yang telah diber
Sural L£in Apotek (S1A) ;

15 Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di
Apatek disamping Apotcker Pengelola Apotek dan [ atao
menggantikannya pada jam — jam terientu pada hari ouka
Apotek

16 Apoteker Pengganti adalab Apoteker yang maenggantikan
Apoteksr Pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola
Apates tersebut tidak herada di tempat kebih dari 3 (tiga) bulan
escara terus — menerys, tslah memilki Surat fzin Kerja dan
fidak bertindak sebagai Apcteker Pengelots Apotzk di Apotck
lzin ;

17.Sarana kefarmasian adalah tempat yang digunaksn untuk
melakukan pekarjaan kefarmasian antara lain industri farmasi
termazuk obat tradisional dan kosmetka. Instalasi Farmasi,
Apotik dan Toko Chat;

BAE I
I7IN KER.IA
Paaal 2

(1] Setiap Apotekar yang bhokeorja pada sarana kefamasian milik
swasta terlabih dabu wajib memiliki SIKA dari Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk. SIKA  sebagaimana  dimaksud
berbentuk sehagai terikut :

a.  SlA kagi Apoteker pengelola Spotek;



]
b, Wisum bagi Apoteker Pendamping  ataa Apoleker
Feangganti.

{2} Setiap  Aszisten  Apoleker yang bekerja pada  sarana
kefammasian milik Femerintah atau =wasta tedabin dahuiu
wajith mermiliki SIKAA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 1
Ohyak dan Subyek Izin Karja
Pasal 3

Ohyek |zin adalah setiap Spoteker dan Asizten Apotezker yang
akan bekerja pada sarana kafarmasian.

Pasal 4

Subyck lzin adalah Apoteker dan Asisten Apoteker yang akan
bekerja pada sarana kefarmasian.

Paragraf 2
Tata Cara Meamperoleh |zin Kerja
Praal £

(1] Permohonan SIKA dan SIKAA sshagaimana dimaksud pada
Paszal 2 digjukan secara teriulis kepada Bupati melaln Binas
Teknis yang membidangi urusan Kesshatan ;

{2) Syarat — syarat petmohonan SIKA dan SHEKAA dimaksud ayat
{1y ditetapkan dengan Peraturan Bupat sesuai dengan
Peraturan Perundang — urdangan vang berfaku.
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Fa=al 6

(1) Dalam jangka wakiu paling lama 30 {liga poub} hari kerja
sejak ditzrimanya permehonan SIKA dan SIKAA, Bupal atau
Pejabat yang ditunjuk hzrus sudab memberikan Keputusan
menerima atau maenolak pemmahonan SIKA atau 3KAN,

(21 Datam hal pemohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
dapat diterima, hams dilengkapi dengen slasan - alasan
pEnclakannys;

i3] Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud ayat (1),
Bupati tidak menmberikan Keputusan menerima atau menolsk,
maka pematwnan izin fersshut dianggap diterima.

Paragraf 3
Maza Berlaku lzin Kerja
Pasal 7

(1] SIKA dan SIKAA berlakl selama & {lima) tahun .

(2] SIKA dan SIKAA bhanya barlske pada 1 [saty) saraha
Kefarmasian,

Pasal 8

SIKA dan 3IKAA sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak berdaku
lagl, apahila :

1. ElIKA dan BIKAA diperpleh secara tidak sah.
2. iWa=za berlaky SIKA dan SIKAA sudah habis.

2 BIKA atau ZIKAA dicabut cleh Pejabat yang berwenang
karena tidak mematuhi peraturan Perundang — undangan yang
berahu.



11

Faragral 4
Kewajihan Dan Larangan
Pazal 9

{1} Permegang SIKA dan SIKAA mempunys kewadiban sebaga
berikout ;

a Mematuhi =memua ketentuan Peratisran Perundang -
undangan yang barlaku.

b, Meningkatkan Pengelabivan profesionainys:.
(2} Pemagang SIKA dan SIKAA dilarang :
8. Melakukan perbuztan yang bertentangan dengan Kode etk
profesinya.

b. Manpalankan profasinga diluar tempat yang tercantum
dalam SIKA dan SIkAS.

o Menulankan  profesinga dalam keadaan  jasmani dan
rohart yang tergangau.

d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan

profesinyg.
BAE 1l
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN
Fasal 10

(1) Pembinaan fan pengawasan terhadap Apoteker dan Asizen
Apcteker sebagaimanz dimaksud Fazal 2, dilakukan cleh



|2
Bupali yang secara teknie dilaksanakan cleh Dinas Teknis
yang membidangt urusar. kesehatan.

(2] Instansi yang membidangi Lrusan Kesehatan
beranggungiawab dan melapurkan pelaksanaan pembinaan
dan pongawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kopada
Bupati.

BaAB IV
EANKS] ADMINISTRASI
Pasal 11

Terhadap Apateker dan Asisten Apateker sebagaimana dimaksud
Pasal 2 yang tidak mematuhi  kewsfiban  dare lavangan
sebagaimana dimaksud Pasel 9 serta Peraturan Perundang —
undargan lainnya, maka SIKA dan 3iKAA dapat dicatut.

Pasal 12 '

Tata cam pencabutan SIKA dan SIRAA  ditetapkan dengan
Peraturan Bupat.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
FPasal 13

{1y Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2. diancam Pidana
kurungan paling lama 3 { tga ) bulan atau denda paling
braryak Ry, 56.000.000 { ima puluh juta rupiah ) dengan atau
tanpa merampas barang terenlu untuk Kabupaten. kecuali



13
ditentukan |2in gleh Peraturan Perundang — undangan yang
berlaku.

(2} Tidak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran,

BaB ¥l
PENYIDIKAN
Pasal 14

(1) Selain Pejahat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak
pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Peraiuran Daerah ni dapat juga dilakukan cleh
Penyidik Pegawai Megeri Sipil (PPNS} di  lingkurigan
FPemerintalh Kabupalen yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Perundang — undangan yang
baraku.

(2) Dalam  melaksanakan Tugas Penyidikan, para  Pejabat
Menyidik Pagawai Negeri Sipl {FPMSY sebagaimana dimaksud
eyat [1) berwenang ;

a. Menerima laparan atau pangaduan dari seseorany tentang
adanya tindak pidana;

b. Melakukan lindakan pertama pada saat itu di tempat
kzjadian dan melakukan pameriksean;

2. Menyuruh berhenti =esecrang tersangka dan memerksa
tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
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&. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Mermanggl omng untuk didengar dan diperiksa sebagei
tersangka atau saksi ;

9. Mondatangkan agrang  ahli yang  diperiukan  dalam
hubungannys dengan permeriksaan perkara ;

I Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat
petunjuk dar Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut. bukan menpzkan Tindax
Fidanza  dan  eelanjumya melaloi Penyidik  Umum
membetitabukan hal tersshot kepads Penuntat Umum,
tersangka atgu keluarganya;

i, Mengadakah tindakan lain menurut Hukum yang dapat
dipertanggungjowatikan.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

{1) Bagi Apoteker dan Asisten Apcteker yang telah memiliki Izin
Kefga sebelum kerlakunya Pevaturan Dacrah ini dinyatakan
tetap bedaky.

(21 Dalam  jangka  wakiu 1 (saty) tahun sejak berlakunya
Petaturan Ceerah ini, Apoteker dan Asisten  Apotekes
sebagaimana dimaksud ayat (1) hanis menyesuaikan dengan
Peraturan Daerah ini.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Caerah ini sapanjang
mengenzi teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Feraturan
Bupati.

Pasal 17
Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seligp orang mengetahuinya, memsgrintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Kometing Ulu.

Ditatapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 fuseat Sonr

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
Cap ! dto
EDDY YUSUF

Diundangkan dl Baturaja

pada tangqgal,

FIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULL,
Cag [ dta
SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN QGAN KCMERING ULU
TAHUN 2005 NOMOR 8 SERi E



